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DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHAESA 

BUPATI REJANG LE.BONG, 

a. bahwa sehubungan adanya perubahan ketentuan 
pengaturan Dana Desa dj Kabupaten Rejang Lebong untuk 
menyesuaikan dengan Peraturau Menteri Keuangan Nomor 
: 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, 
maka Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 Tahu.n 
2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian 
Dana Desa Setiap Desa dj Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun Anggaran 2019, perlu djubah untuk disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertlmbanga.n sebagaimana d.imaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Perubahan Atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 4 
Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pembagian dan Penetapan 
Rincian Dana Desa Setiap Desa ru Kabupaten Rejang 
Lebong Tabun Anggaran 2019. 

l. Undang-Undang Nomor 9 Tabun 1967 tentang 
Pembentukan Provinsi Bengk.ulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tabun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 12 'tahun 201 l tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lem.baran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20) 1 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Lndonesia Tahun 2014 
Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587). sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang _Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1997 dan 
Pelaksanaan Pemer:intahan di Provinsi Bengkulu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 
Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 2854); 

9. Peraturan Pemerinlah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 
2014 tentang Desa {Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagalmana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tabun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor l 57, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717): 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 centang 
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Lndonesia Nomor 5558), sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5864); 

11. Peraturan Presiden Nomor t 29 Tahun 2018 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2019 (Lembaran Negara RepubJjk Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 225); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 
tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nom01: 111 Tahun 2014 
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 2091); 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pe1ubangunan Desa (Serita Negara 
Republik lndones~a Tahun 2014 Nomor 2094); 

15. Perahlran Menten Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukurn Daerah 
sebagaimana telab diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Serita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 157); 

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentaog Prioritas 
Pengunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara 
Republik lndonesia Tahun 2018 Nomor 611); 

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.07 /2018 
tentang Penyaluran dan Penggu naan Transfer Ke Daerah 
Dan Dana Desa Tahun Anggaran 20 18 dan Tahun 
Anggaran 2019 Untuk Mendukung Percepatan 
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Gempa Bumi 
(Berila Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
1521); 

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838); 

20. Peraturan Daerab Nomor 27 Tahun 2006 tentang 
Keuangan Desa sebagaimana telab diubab dengan 
Peraturan Daerab Nomor 4 Tahun 2009 (Lembaran 
Daerab Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2009 Nomor 29 
Seri E); 

21. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
Pemcrintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang 
Lebong Tahun 2015 Nomor 107); 

22. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Badan 
Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2015 Nomor 108); 

23. Peratu.ran Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapata.!1 dan Belanja Daerah Kabupaten Rejang Lebong 
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 140); 

24. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2019 (Berita 
Daerah Kabupaten Rejang 1.,ebong Tahun 2018 Nomor 
516); 

25. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Rejang Lebong 
(Serita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tabun 2019 
Nomor 520). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BlJPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATITRAN BUPATJ REJANG LEBONG NOMOR 4 TAHUN 
2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGlAN DAN PENETAPAN 
RTNClAN DANA DESA SETl.'\P DESA DI KABUPATEN REJANG 
LEBONG TAHUN ANGGARAN 2019 
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Beberapa ketentuan dalam Peratl.Lran Bupati Rejang Le'bong 
Nomor 4 Ta hun 20 ] 9 tentang Tata Cara Pembagian dan 
Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten 
Rejang Le bong Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah 
Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019 Nomor 521), diubab 
sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 6 cliu bah, sehingga Pasal 6 berbunyi 
sebagai beriku t : 

Pasa\ 6 

(1) Penyaluran Dana Desa da ri RKUD ke RKD 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan 
setelah Bupati menerima dokumen persyaratan 
penyaluran, dengan ketentuan se bagai berikut: 
a . tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa 

yang berbasis Aplikasi (Siskeudes); 
b. tabap II berupa laporan realisas i penyerapan dan 

capaian output Dana Desa tahun anggaran 
sebelu.mnya; dan 

c . tahap fll berupa: 
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian 

output IDana Desa sampai dengan tahap ll 
tahun berkenaan; dan 

2 . laporan konvergensi pencegahan stunting 
tingkat Desa tabu.n anggaran sebelumnya. 

(2) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II 
secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke 
RKDesa sebagaimana dimaksud pada pada pasal 4 ayat 
(3) clilaksanakan setelah bupati menerima dokumen 
persyaratan dari Kepala Desa, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
a. tahap I dan tabap II berupa peraJuran Desa megenai 

APBDesa; dan 
b. tahap III berupa: 

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; 

2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 
Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 

3 . laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(3) La.poran realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tabap rr s ebagaimana dirnaksud 
pada ayat (l) huruf c angka 1 menunjukkan rata-rata 
realisasi penyerapan palliJg kurang sebesar 75% (tuju/1 
pUluh Zima persen) dan rata-rata capaian output 
menunj u kka n paling kurang sebesar 50% (Lima puluh 
persen). 

(4) Capaian outpu t sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dihitung berdasa1·kan rata-rata persentase capaian 
output dari seluruh keg:iatan. 
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(5) Penyusunan laporan kons~lidasi r~alisasi penyerapan 
dan capaian output sebaga.unana dnnaksud pada ayat 
(4) dilakukan sesuai tabel referensi data bidang, 
kegiatan , uraian output, volume output, satuan output 
dan capaian output. 

(6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output sebagaimana dimak.sud pada ayat (6) dilak.ukan 
sesuai dengan J...ampiran Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor ; 193/PMK.07 /2018 tentang Pe,ngelolaan Dana 
Desa. 

(7) Dalam ha! tabel referensi data sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) belum memenul1i kebutuban input data, 
kepaJa Desa dapat memutakhirkan tabel referensi data 
dengan mengaou pada peraturan yang diterbitkan oleb 
kementerian negara/lembaga terkait. 

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa tabun anggaran sebelumnya sebagabnana 
dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling 
lam bat tanggal 7 F'ebruari tahun anggaran berjalan. 

(9) Laporan 1·ea1isasi penyerapan dan capaian output 
Dana Desa sampai de.ngan tahap II taliun berkenaan 
sebagaimana climaksud pada ayat (1) huruf c 
disampaikan paHng Jambat minggu kedua bulan Juli 
taliun anggaran berjalan. 

(lO)Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output 
setelah batas waktu penyampaian laporan 
sebagaimaua dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8), 
KepaJa Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran 
capaian output kepada Bupati. 

2. Ketentuan Pasal IO diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi 
sebagai berikut : 

Pasal 10 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan 
dan capaian output Dru,a Desa setiap tahap penyaluran 
kepada bupati. 

(2) Laporau realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 
a . laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output tahun anggaran sebelumnya; 
b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat 

Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 
c. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian 

output sampai dengan tahap IL 
(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 

Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana 
dimaksud pada ayat (SJ huruf a disampaikan paling 
lam bat tanggal 7 Pebruari tahun anggarau berjalan. 

(4) Laporan realisasi penyerapan dan. capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap TT sebagaimana dirnaksud 
pada ayat (5) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 
7 Juni tabun anggaran berjalan. 
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(5) DaJam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyarnpaian laporan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7), Kepala Desa dapat 
menyampaikannya pemutakhiran capaian output kepada 
Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data 

pada apli.kasi. 
(6) Bupati dapat mendorong proses percepatan 

penyarnpaian Japoran realisasi penyerapan Dana Desa. 
sebagaimana dimaksud pada ayat (S) dengan 
berkoordinasi dengan Kepala Desa. 

3. Ketentuan Pasa.1 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi 

sebagai berikut : 

Pasal 1 J 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal: 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2); 
b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran 

sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); 

dan/atau 
c. terdapat rekomendasi penundaan yang 

disampaikan oleh APIP Kabuparen. 
(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dirnaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap 
penyaluran Dana Desa tahap n tahun anggaran 
berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahUTI 

anggaran sebelumnya. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RK.D tahun anggaran 

sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang 
akan disalurkan pada ta.hap 11, penyaluran Dana Desa 
tahap If Lidak dilakukan. 

(4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni 
tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD cahun 
anggaran sebelumnya masih Jebih besar dari 30% (tiga 
puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat 
disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayal (4) 
kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana 
Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan 
kembali pada tahun anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) 
huruf c disampaikan oleb APIP di daerah dalam hal 
terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 
penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 

(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 
disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada 
Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran Dana Desa 
sebelum batas waktu tahapan penyaluran. 



 

Pasal LI 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan -penempatannya 
dalarn Betita Daerah Kabupaten Rejang Lebong. 

Ditetapkan di Curup 
Pad a tanggal 25" AJov~,.,'-«,- 2019 

<, :• ll~ ANG LEBONG, 

• \ ~ I 
J 

Diundangkan di Curup 
Pada tanggal !J.~ /Vov"'1~r 2019 

SERITA DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2019 NOMOR s,~ 


